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BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 

 
PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR 19 TAHUN 2023 
 

TENTANG  

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGLI, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 
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5.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447);  
7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9.  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 2); 
 

  
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022. 
 

Pasal 1 
 

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 

tahun anggaran 2022 terdiri dari: 
 

1. Pendapatan meliputi: 
a. pendapatan asli daerah           Rp    144.005.842.858,50 
b. pendapatan transfer                Rp    960.732.038.900,00  

c. lain-Lain pendapatan  
      yang sah                                  Rp          702.617.710,00 

jumlah                                     Rp1.105.440.499.468,50  

 
2. Belanja meliputi: 

a. belanja operasi 
1. belanja pegawai   Rp515.867.247.541,00 
2. belanja barang jasa   Rp273.729.368.016,95 

3. belanja bunga   Rp    3.297.019.892,57 
4. belanja hibah   Rp    9.234.589.134,27 

5. belanja bantuan sosial   Rp       253.030.998,00 
 jumlah   Rp802.380.607.582,79 

www.jdih.banglikab.go.id


  www.jdih.banglikab.go.id 

b. belanja modal    
1. belanja modal tanah   Rp 14.134.423.669,00 

2. belanja modal peralatan 
dan mesin                           Rp 60.358.662.837,00 

3. belanja modal gedung 
dan bangunan                   Rp180.104.496.229,81                                         

4. belanja modal jalan, 

jaringan dan irigasi             Rp 37.746.357.806,00 
5. belanja modal 

aset tetap lainnya                Rp   1.585.342.300,00 

jumlah   Rp293.929.282.841,81                                         
 

c. belanja tak terduga                 Rp2.430.457.000,00 
 

d. belanja transfer 

1. belanja bagi hasil                Rp   6.717.100.000,00 
2. belanja bantuan  

 keuangan                           Rp134.394.957.268,00 
 jumlah                               Rp141.112.057.268,00 
 

jumlah belanja                   Rp1.098.740.995.424,60 
 surplus/defisit                   Rp   (134.412.553.224,10) 

` 

3. Pembiayaan meliputi: 
a. penerimaan                              Rp178.295.260.106,06 

b. pengeluaran pembiayaan         Rp    3.000.000.000,00 
                           jumlah pembiayaan netto       Rp175.295.260.106,06 

 

4. Sisa lebih perhitungan anggaran: 
a. surplus/defisit   Rp(134.412.553.224,10)  
b. jumlah pembiayaan netto   Rp175.295.260.106,06 

c. Sisa lebih perhitungan  
anggaran   Rp  40.882.706.881,96 

 
 

Pasal 2 

 
(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 
 

 
Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 15 Agustus 2023 

 
BUPATI BANGLI,  
 

ttd 
 

SANG NYOMAN SEDANA ARTA 
 
 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 15 Agustus 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 

 ttd 
 
 

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 19 
 

 
 
 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
N HUKUM 

T AE H KABUPATEN BANGLE 

NAMAWATI. SH..MH 
PEMBINA IV/al 
NIP. 197907202005012013 
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